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Pada had ini Jumat, tangpl dua belas, bulan N[eiq tahun dua ribu dua p"l"h tiga (12/05/2023),
vang benanda tangan di bawah ini:

I Wignyo Adiyoso, S.Sos, Md : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan

Ph.D Pelatihan Perencana (Pusbindiklaftsn;

Kementerian Petencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Kementenan PPN/Bappenas), dalam hal

ini benindak untuk &n atas nama Pusat

Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Pereocana,

Kementerian PPN/Bappenas, yang berkeduduken

di Jalan Proklamasi No. 70, Menteog, Jakarta Pusat

- 10320, selanjumya disebut PIHAK PERTAMA;
II Abdul Ghofar, SE., M.Si., : Dekan Fakuhas Ekonomi dan Bisnis Univesias

MAcc., DBA., Ak., CA Bnwriava dalam iatratamyz tersebut berdasarlan

K+mrsan Rekor Universitas Brawijaya Nomor 1601
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Tahrm 2021 terrtang Perrgangl<atan Dekan gada Falnrltas

Ekonomr dan Bims tl,r'orfl7 Juri702l dan oleh karcna

itu bertin&k untr:k &n atas nama Falo:ltas Ekonomi dan

Bisnis Ltnir.'enias BrawiFva yang berkedud.non diJalan

MT Haryono 165 Mahng 65145, yang selanjumya

disebut PIIIAK KFITUA'

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjumya disebut dengan PARA PIHAK
PARA PIHAI! dan masing-masing disebut PIHAI! sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. PARA PIIIAK bersepakat untuk mengada-kan keria sama sebagal tindak laojut dari Nota

Kesepahaman Bersama antat^ Kementetian PPN/Bappenas, Nomot: NKB
O2/SES/01/2020 dengan Universitas Brawriaya, Nomor: 047.1/UN10/KS/2020 tentang

Kolabotasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendrdikan, Penelitian dan

Pengabdian kepada N{asyarakat yang ditandatangani pa& tanggal30 Matet 2020 &n betlaku

selama 5 tahun hin$g 30 lt{aret 2025;

2. PIIIAK PERTAMA daLm hal uu Pusat Pembinaan, Pendidrkan dan Pelatihan Petencana

@usbmdrllatren) sebagai salah satu Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang

mempunvai tugas dan fungsi untuk melaksanakan fas itasi &n pembinaan Jabaan
Fungsional Perencana, dan prolpam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada Kementerian

PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembaogunan

nasionaL

3. PIHAK IGDUA dalam hal iru adalah diwakili oleh Dekan Fakulas Ekonomi dan Bisnis

Llniversitas Brawiiaya sebagai pejabat rang ditunjuk oleh Rektot Universitas Btawijaya untuk
menyelenggarakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelrtran dan Pengabdian kepada

Masvarakat;

4. PIIIAK PERTAMA telah menetapkan PII{AK KEDUA sebagai Institusi Mitta OJT

Reguler dan OJT Penelitian Kebijakan; dan

5. PIHAK KEDUA telah ment atakan kesediaannya kepada PIHAK PERTAMA untuk
bekeria sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum

dalam angka 4 di atas.

Betdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, PARA PIIIAK bersama ini menyatakan setu)u

dan bersepakat untuk mengilatkan diri dalam Perjanjian Kela Sama Operasional Program Or tlx

Job Tmirng (OJI brst Perencana dari Instansi Pusat dan Daerah, selanjumva disebut 'PIGO"
dengan keten tuan - ketefltuan, sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam PI$O ini yang dimaksud dengan:

l. Program OJT adalah program peningkatan kapasitas Sumbet Dap Manusia Perencana

dengan menggunakan metode belajar sambil bekela di institusi mitra yang terkait lrrgs*g
dan tidak langsung dr bidang perencanaan pembangunao.
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Perencana adalah Aparatur Sipil Negara yang beke{a pada unit perencanaan atau mempunvai

nrgas dan fungsi di bi&ng perencanaan.

Peserta adalah Perencana yang lolos seleksi dan ditugaskan oleh instaosi asal unnrk mengikuu

Progam OJT.

PASAI2
TUJUAN

PKSO ini berrujuan sebagai dasat pelaksanaan kerja sama antan PARA PIHAK dalam Ptogtam

Pelatihan urtuk meningkatkan kompetensi Perencana di instansi pusat dan instansi daerah.

PASAI3
RUANGLINGKUP

(1) PKSO uu rlil^ksanakan oleh PARA PIHAK dalam ruang lingkup Progtam Pelatihan, sebagar

berikut:

a. pelaksanaan Program OJT;

b. pembia,vaan dan mekanisme pembayatan; &n
c. pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Ptogtam OJT.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan OJT Reguler dan Penelitian Kebijakan berdasarkan hasil

pengsran formulir kesediaan OJT yang disedrakan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK KEDUA memenuhi krite ria unruk meniadi Instirusi Nlitra OJT Penelitian

Kebijakan berdasarkan pemnjauan fonnulL kesediaan OJT vang dilakuken oleh PIIIAK
PERTAMA.

(4) Pelaksanaan ruang tingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rlibksanakan berdasarkan

pedoman umum OJ'I yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAI4
PEI.AKSANAAN

(1) PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIIIAK KEDUA mengenai hasil identifikasi
kebutuhan dan iumlah Peserta vang berminat untuk mengikuu Program OJT yang

diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK PERTAMA menyebarluaskan informasi Program Pelatihan kepada instansi pusat

dan instansi daetah.

(3) PITIAK PERTAMA melakukan seleksi penerimaan peserta OJT sesuar kriteria dan

persvaratan seleksi.

(4) PII{AK PERTAMA menyampaikan hasil seleksi penetimaan peserta kepada PIHAK
KEDUA untuk administrasi dan persiapan OJT.
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(5) PIHAK KEDUA melaksanakan OJT dengan mengacu standar-standar pelaksanaan sesuai

dengan Temz oJ ReJinnn (IoR) OJT dan Rancangan ,\nggaran Biaya S.AB) yang telah

ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
(6) PIHAK PERTAMA melaksanakan work:lnp pqstapan pelaksanaan pelatrhan Trainng oJ

Fadlitator (lo\ /nttm teathirg untuk menyzmakan persepsi mengenai pelaksaoaan program

OJT.

(7) PII{AK KEDUA melaksanakan OJT dan memfasilitasi kegiatan terkait lainnya yang

dipetlukan Peserta.

PASAI 5

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA menetapkan batas atas biaya OJT (teiling unit mlr) per Peserta yang

belum termasuk paiak.

(2) PIHAK KEDUA menyampaikan R LB OJT yang lebih tinci atas kegiatan dan besaran biaya

sesuai dengan kebutuhan dan atumn yang bedaku sepaniang udak melebihi :crrit cosl

sebagarmana dimaksud pada ayat (1).

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pembayann secara langsung kepada PIIIAK KEDUA
sesuai dengan ketentuan petaturan perundang-undangan.

(4) Bia,va OJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melipuu:
z. biava bahan-bahan cetak temrasuk biaya seminat kit dan biaya pengiriman serta biaya

platJorn nbnnfennca unnrk kepeduan operasional OJT;

b. biava honor mentot OJT;

c. biaya sewa peralatan untuk keperluan operasional OJT;.1,n
d. biaya perjalanan lainnya untuk koordinasi pengelola OJT dan pendampingan Peserta.

(5) PIHAK KEDUA trdak dapat memu{rgut biaya selain y.ng tercantum pada ayat (4), tanpa

persetuiuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

PASAL 6

JANGKAWAKTU

(1) PKSO ini berlaku sampai dengan 30 N[aret 2025 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang
dengan kesepakatan tertulis oleh PA-RA PIHAK

(2) Dalam hal jangka rvaktu PKSO berakhir, segala kegratan yang dilaksanakan sesuai dengan

ruang lhgkup PKSO akan tetap bedaku efektif hingga beraklumya seluruh kegiatan sesuai

jenlang Program OJT vang dtikutr oleh Peserta.
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PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

(l) PIHAK PERTAMA mempunvai hak dan kewajiban unn:lc

a. menetapkan dan menyamparkan Pedoman Umum OJT kepada PIHAK KEDUA;
b. menetapkan dan menvampaikan To\ pedoman dan RAB OJT kepada PIHAK

ffiDUA;
c. menyebarluaskan informasi dan persyaratan Progtam OJT kepa& instansi pusat dan

instansi daerah;
d. menentukan peserta yang lolos seleksi OJT ber&satkan kriteria dan persyatatan

seleksi;
e. melaksanakan worksbop sebaglrrrana dimaksud dalam Pasal4 ayat (6);

f. memperoleh mutu dan jaminan pelaksanaan kegtatan OJT drd PIIIAK GDUA yang
sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas perencana dan ASN;

g. membayar biava kepada PIHAK IGDUA sesuai dengan ketentuan peratutan
perundang-undangan; dan

h. melakukan p€ngendalran, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program OJT.

Q) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban uotuk;
a. memberikan masukan dan melaksanakan Pedoman Llmum OJT yang ditetapkan oleh

PITIAK PERTAMA;
b. melaksanakan OJT dengan mengacu ToR &n RAB OJT yang dnetapkan oleh PIHAK

PERTAMA;
c. menerima peserta )'ang telah diseleksi oleh PIHAK PERTAMA sebagai peserta

Program OJT;
d. menyampaikan jadwal pelaksanaan OJT untuk disetului oleh PIHAK PERTAMA;
e. memperoleh uork:lnp sebzgimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
f. melaksanakan kegiatan OJT sesuai dengan Pedoman dan menjamin mutu kegiatan

OJT yang dilaksanakan;
g. memperoleh biaya OJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dati PIHAK

PERTAMA secata lanpung; dan
h. memfasilitasi pengendalian, pemantauen dan evaluasi atas pelaksanaan Ptogtam OJT,

berupa bahan-bahan data dan infotmasi yang dibutuhkan kepada PIHAK
PERTAMA,

PASAI 8

TATAKELOLA

0) PARA PIHAK melaksanakan PKSO ini berdasarkan pada ptinsrp-ptinsip ata kelola yang

batk (good gownanre) serta tidak bertentaflgan dengan hukum dan peraturan perundang-

undangan.

Q) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama

ini wajib dilakulan dengan mencantuml<an sumbernya.
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PASAL 9

HAX KEKAYAAN INTELEITTUAI

Segala hak kekayaan intelektual 1.ang laht atas pelaksanaan PI$O ini akan meniadi hak betsama

dan dapat dipergunakan denlpn memerhatikan petsetujuan PARA PIHAK serta selalu

mencantumkan kredit/pengakuan, namun tidak termasuk pada hak dan kekayaan rntelektual yang

telah dimrliki oleh masing-masing PIFIAK sebelum pelaksanaan PKSO ini.

PASAL 10

KERAHASIAN

(1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan data dan infotmasi baik png diperoleh secara lisan

maupun tulisan sehubungan dengan pelaksanaan PKSO ini yang dapat merugikan atau

menimbulkan petselisihan, kecuali:

a. terdapat persetujuan ternrlis dari PIHAK yang mengtngkapkan atau memberikan data

dan informasi;

b. data &n informasi telah dikategorikan sebagai infomrasi publik ber&sarkan peraturan

perundang-undangan; den f ataw

c. terdapat purusan pengadilan xtau pedntah dari otodtas penegak hukum yang

berwenang.

(2) PAXA PIHAK menjamrn bahwa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanva dipetgunakan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dan tidak dipergunakan

unruk kepentingan lain di luar pelaksanaan PKSO ini.

PASAI 11

PEMANTAUAN DAN EVAIUASI

(1) Pemantauan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara berkala atau sewaktu-waktu yang

bertujuaa untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Program OJT.

@ Er''aluasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada akhir pelaksanaan Program OJT yang

bertujuan untuk meninjau kebethasilan pelaksanaan Program OJT sebagat bagian

pettimbangan untuk kelanjutan kerja sama.

PASAI 12

KEADAAN KA}IAR (FORCE MAJEURO

0) PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan atas hak dan kewajiban betdasarkan PI(SO id,
apabila ter)adi keadaan kahar (fonv najem) yaog meliputi namun tidek terbatas akibat:

a. bencana alam;

b. wabah penvakit;

c. kerusuhan;

d. pemogokan umum;
e. ketersediaananggaran;

f. perubahan terhadap hukum dan peraturan perundeng-g1,l"ng.n yang berkaitan.
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(2) PIFIAK yang terkena dampak wajib memberikan pemberitahuen tertulis atas keadaan kahar
yang kemudian diketahui atau dianggap akan teqadi, kepada Pihak yang lain.

(3) Setiap keadaan kahar vang terjadi disampaikan kepada pihak vang lain dan drakui oleh PARA
PIHAII apabila teriadi selama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut dan didasarkan

pada keterangan resmi dad instansi atau otoritas yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksanaan Program OJT dapat dihentikan sementara

sampai dengan jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 13

PENIYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang umbul antara PARA PIHAK mengenar nterptetasi PKSO ini akan

diselesaikan secara damai melalui musvawatah untr:k mufakat.

PASAI 14

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi resmi vang timbul oleh PARA PIHAK waiib disampaikan dalam

bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima.

Korespondensi PARA PIIIAK untuk komr.rnikasi resmi, sebagai berikut:

a. PIHAKPERTAMA
Puebindiklatren, Kementetian PPN/Bappenas
Alamat : Jalan Proklamasi No.70, Menteng Jakarta Pusat - 10320

Telepon : (OZ1) 31928280 / 85 atau (021) 31928278/79
Faks : (021)31928281

Email : pusbindrklatren@bappenas.go.id

b. PIHAKXEDUA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univercitas Brawijaya
Alamat : Jalan Ir{T. Haryono 165 lr{alang - 65145

Telepon : 0341-555000/03 41-562154

Email : feb@ub.ac.idl pmie.feb@ub.ac.id
(2) Segala perubahan alamat resmi yang disebutkan di atas akan disampaikan kepada pihak yang

lain dalam vaktu paling hmbzr 7 (tuiuh) had sebelum perubahan korespondensi bedaku

efektif.
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PASAI 15

PERUBAHAN

PKSO ini dapat diubah dengan persetujr.un tertr:lis betsama oleh PARA PIHAI! lang berlaku

efeknf seiak tanggal yang telah disepakatr, dan menjadi bagian rang tidak terpisahkan dari PKSO
ini.

Demikian PKSO ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam nr.gkap 2 (dua) asli5

betmeterai cukup, serta masing-masing mempunyar kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

AN pp/V
6

z
g,

( K INO

Wignyo ., MA Ph.D. Abdul Si., MAcc., DB,{,.,
AK., CA
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